
II SALINANjj 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KOTALANGSA 

KEPUTUSAN KOMTST TNDEPENDEN PEMTLIRAN 
KOTALANGSA 

NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENT ANG 

TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UM UM WALIKOT A/W AKIL 
WALIKOTA LANGSA TAHUN2011 

Menimbang 
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala 
Dacrah .J-·· n,_1.;1 T/"---1- Dacrah .J-·· ----1 "" A--··- � --t. Cl\..l (UJ UaJI VY Q.1'.JI .,� .... pwa Q.1..,1 WI UWJ pa.:,a1 -V �WlWI L"\.\.,\.,IJ 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang PemiJihan Umum Gubemur/Wakil 
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dr 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diatur mengenai Tata 
Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota 
T ::.nm:::. T::.h1m on 11 ---·o-- - ··-·- ....... - - ... � 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu ditetapkan daJam suatu Keputusan Komisi 
Jndependen Pemilihan Kota Langsa. 

Mengingat t. 

2. 

T ln,fano-Tlnrl::ino Nnmnr 1 T::.h11n ?()()1 fpnt::.no Pernhenrukan Knt::. •. Q • . " •. . • - 0 . ·- .. . .. 

Langsa; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

"'l U...,,4,....,,.. r f...,,i.,,...,.. o,.,...,,i,.1;1, Indonesia Nemer 11 T,.i,.,...., ')()().,::; 
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tentang Pemerintah Aceh; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
·�--1.1.:_ ,!�---- n�--···--- Pcmcrintah i..r�--- 1() 'T'-t. •. _ "0"0 L\..I Cl.1'.llll u1..,115au J 1..,1 CI.LW au l 1..,u11..,1 11La.11 1 'lv111v1 -r ./ t auuu s: vu 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 20 IO tentang 
Pcdoman Tata Cara Pcmutakhiran Data dan Daftar Pcmilih dalam 
Pemilihan Um urn Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas 
Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubemur/Wakil 
Gubemur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di 

7. Peraturan . 
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Menetapkan : 

7. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan Umum 
Provinsi dan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kornisi Pemilihan 
Umum Nornor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemiliban Umum 
Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum 
Nomor 1 Tahun 2010; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum. 
Sekretariat Kornisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 06 Tahun 2008; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 31 Tahun 2008 tentang 
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umwn, 

I 0. Peraturan Komisi Pemilihan Um urn Nomor 62 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal 
Penvelenggaraan Pemilihan Umurn di Aceh sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 
2010, 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umurn Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecarnatan, Panitia 
Pemungutau Suara, dan Kelompok Penyelenggaia Pemungutan 
Suara dalam Pemilihan Umurn Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; 

12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum di Aceh, 

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan 
Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubcrnur Aceh Nomor 8 Tahun 20 I l , 

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor l Tahun 
201 1 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 
Gubemur/Wakil Gubemur, Bupati/Wakil Bupati dan 
Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh; 

15. Keputusan Komisi lndependen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen 
Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS 
dalam Pcmilihan Umum Gubcrnur/Wak.il Gubcrnur, Bupati/Wakil 
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Aceh Tahun 
2011. 

Bcrita Acara Rapat Plcno Komisi Indcpcndcn Pcmilihan Kota Langsa 
Nomor 17/BNV/2011 Tanggal 16 Mei 2011; 

MEMLJTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILillAN ACEH 
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM 
WALIKOT A/WA.KIL W ALIKOTA LANGSA TAHUN 2011 
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Pasal 17 

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab rnasing masing 

Pemantau oem i I u. 

BAB VU 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 18 

Untuk keperluan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kota Langsa dapat menetapkan 

pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota 

dengan berpedoma kepada Keputusan ini 

Pasal 19 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. 

dengan aslinya 
Sf!'.l�!t:a:in. ����-�ilndependen 

·· Langsa 
\J'l:;i�!;?..4s;J��J Hukum, 

Dilclapkan ill 
pada tanggal 

Langsa 
21 Juli 2011 M 
19 Sya'ban 1432 H 

KE TUA, 

Ttd 

AGUSNI 
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TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMJLU WALIKOTA/ 

WAKIL WALIKOTA KOTA LANGSA TAHUN 2011 

I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI 

nkrerlitnci dnri KTP K otn r nnosn rlPnonn ketr-ntuan sehnoni heriknt · o · o · · a 

a. Pemantau Permlu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalarn Provins, Aceh 

"1e•1daftarkan dir' dan 1ncnrl�oat akreditasi dari KIP Aceh: dan 

b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di Kota Langsa rnendaftarkan diri dan 

mendapat akreditasi dari KIP Kota Langsa. 

2. Fonnulir pendaftaran dikernbalikan KCP Kota Langsa dengan menyertakan proposal yang 
berisi: 

a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pernilu; 

b Susunan pengurus dan jumlah anggota Pernantau Pemilu: 

c Alokasi anggota Pernantau pemilu masing-rnasing daerah/wilayah yang ingin dipantau: 

d. Narna, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas poto wama terbaru 

ukuran 3 cm x 4 cm; 

e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak 

rnempunyai afiltasi kepada peserta Pemilu; 

f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang 
rlimililrim,� -············.1 -·· 

3 KIP Kota Langsa meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan 

kepada calon Pemantau Pernilu dengan mekanisrne sebagai berikut: 

a. Caton Pemantau pernilu menyerahkan dokumen. 

b. KIP Kota Langsa melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan 

memberitahukan kepada calon pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah 

penerimaan dokumen. 

c. Bug: Pemantau pcmilu y�ng belum memcnuhi persyaratan diberikan kcsempatan selama 7 

(tujuh) hari untuk melengkapinya. 
d. KIP Kota Langsa memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang sudah memenuhi 

syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KIP Kota Langsa. 

e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KIP Aceh atau K1P Kota Langsa untuk 

memantau Pemilu Walikota/Wakil Walikota diwajibkan mendaftar ulang kembali. 

4. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan di wilayah Provinsi Aceh baik satu atau lebih 
1 • .... tr 1 .. rr, .. 1 1•4- • n .. n ·, 1·1. t 1 1 1 rrrn • 1 J 

UUIJ saru �UUf.li..llCll/1'..UW, uiUCUILil;)l rc111uJ1Li:1U rc11111u uuaxuaau UICU .[\..J_r f'\1..,CU ucugau 

mekanisme sebagai berikut . 

a. caJon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pernantau kepada KIP Aceh; 

b. KIP Aceh melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan 

memberitahukan kepada calon pemantau dirnaksud; 

ACER
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/aceh/langsa



c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk 

rnelengkapinya; 

d. KIP Aceh memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan 

selanjutnya diberitahukan kepada KIP Kota Langsa: dan 

e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KIP Aceh untuk rnemantau Pemilu 

Gubemur/Wakil Gubemur, diwajibkan mendaftar ulang kembali. 

5. Apabila lembaga Pemantau Pemilu rnelakukan pemantauan Pemilu hanya di Kota Langsa 

akreclitasi Pemantau Pernilu dilakukan oleh KIP Kata Langsa dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KIP Kota 

Langsa., 

b. KIP Kota Langsa melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud; 

c. Bagi yang belwn memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk 

melengkapinya; 

d. KIP Kota Langsa memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat 

dan selanjutnya diberikan akreditasi seternpat; dan 

e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KIP Kata Langsa untuk memantau 

Walikota/Wakil Walikota diwajibkan mendaftar ulang kembali. 

Il. TARAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU 

Tahapan pelaksanaan Pemilu Gubemur/Wakil Gubemur, dan Walikota/Wakil Walikota, 

meliputi: 

a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih: 

b pendaftaran bakal pasangan calon: 

c. penetapan pasangan calon; 

d. masa karnpanye; 

e. masa tenang; 

f. pemungutan dan penghitungan suara; 

g. penetapan hasil Pemilu; dan 

h pengucapan sumpah/janji Gubemur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati dan 

Walikota/Wakil Walikota. 

Ill. LAPORAN PEMANTAU PEMILU 

a. Pernantau Pemilu berkewajiban rnelaporkan basil pantauannya kepada KIP Aceh atau KIP 

Kota Langsa yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat. 

b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan 

kepada KIP Aceh atau KIP Kota Langsa pemberi akreditasi. 

c. Laporan basil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak 

memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi. 

ACER
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/aceh/langsa



IV. PENUTUP 

Pemantau pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam 

pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan rnenggunakan barang-barang inventaris milik 

KIP Kota Langsa. 

Ditetapkan di Langsa 
pada tanggal 21 Juli 20!! M 

19 Sya'ban 1432 H 

KETlJA, 

Ttd 

AGUSNJ 
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KODE ETIK PEMANTAU PEMJLU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA 

TAHUN 2011 

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau Walikota/Wakil 
Walikota Langsa Tahun 2011 dalam rnelaksanakan pemantauan: 
l. Non Partisan dan Netral 

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (tmparttal). Informasi 
dikumpulkan, disusun dan dilaporka:n secara akurat, sistematik, dan dapat diverifikasi. 

2. Tanpa Kekerasan (non violence) 
Pemantau tidak dibenarkan membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama 
mPl�ln:�n�lr�n nPm�nfa11�n ···- --·---···-·· r-----····----· 

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan 
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kesukarelaan 
Pernantau dalam rnenjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab. 

5. Integritas 
Pcmantau tidak dibcnarkan melakuka n provokasi yang dapat mempcngaruhi Pelaksanaan hak 
dan kewajiban penyelenggara Pernilu Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa. 

6. Kejujuran 
Pf;'m�nt;rn mPl�pork-�n h�c::il pt>m�nt�11�nny� <:P('M� j11jnr <:P<:H�i rlf:'ng�n fak-t� y�ng �r1� 

7. Obyektif 
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan. 

8. Kooperatif 
Pemantau tidak dibenarkan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota 
dalam Kota Langsa dalam melaksanakan tugas pemantauannya. 

9. Transparan 
Pemantau terbuka dalarn melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, 
data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya. 

10 KPr�h��is.�n 

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lernbaga 
pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KIP Kot.a Langsa. 

11. Kemandirian 
Pemantau mandiri dalarn pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari 
penyelenggara Permlrhan Umum Wahkota/Waktl Wahkota dan/atau Pemenntah Daerah Kota 
Langsa. 

12. Komprehensif dan Relevan 
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan Umum 
Walikota/Wakil Walikota secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan 
yang keseluruhannya dilaporkan kepada J .. L ... 
Ditetapkan di Banda Aceh 

Ditetankan di 
pada tanggal 

Lanasa 
21 Juli 2011 M 
19 Sya'ban 1432 11 

KE TUA, 

T t d 

AGUSNI 
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